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PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

Menimbang

Mengingat |

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN

: a, bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tldak sesual dengan

b.

2.

4'

asumsl Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan Pergeseran
antar Unit Organisas], antara keglatan dan antar jenis Belanja,
keadaan yang menyebabk:in sisa leblh Tahun Anggaran aebehimnya
harua digunakan untuk pembiayaan dalam Tabun Anggaran 2012
maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;

bahwa achubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur |
Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 9 ) ;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Buml dan
Bangunan ({ Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 { Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 );

Undang ~ Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Berslh dan Bebaa darl Korupsl, Kolusl dan Nepotlsme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851 ) ;

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286 ) ;
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Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 4355 ) ;

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlkaaan
Pengelolaan dan tanggungjawah Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 J;

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437 ) Sebagaimana telah dlubah Terakhlr dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peiimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

‘Undang -~ undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retrtbusl Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049) ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakUan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan Lembar‘an Negara
Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan
Keuangan Badan Layanan Umum { Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502 );

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang PinJaman
Daerah { Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan { Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Bistem
Informasi Keuangan Daerah { Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah { Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4577 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Peiayanan Minimai '( Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa { Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4857 );

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4582 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peiaporan Keuangan
dan KinerJa Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tabhun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 ) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabhun 2007 tentang Pembaglan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 }

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran NegaraNomor 4738} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasl
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Hepada Partal Politlk ({ Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972 } ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
tertlb Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahumn 2010 tentang Tata Cara
Pemberlan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusl Daerah (Lembaran Negara Tabhun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5161});

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart
Akuntansi Pemerintah { Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor
21 Tahun 2011 ;

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Plmpinan DPRD aerta Tata Cara Pengemballan Tuujangan Komunikasi

Intensif dan Dana Operasional ;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sinksi atas
penyalahgunaan Ajokasi Dana Bagi Hasil Cukai basil Tembakau
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
20/PMK.07/2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran daiam APBD,
Pengajuan, Penyajuran dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Poiltik;

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosiai yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor
1 Seri E tanggai 16 Maret 2005} sebagaimana teiah diubah beberapa
kaii terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18
Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11
tanggal 18 Juli 2007 j;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana teiah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun
2007 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengeioiaan' Keuangan Daerah { Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 7 tanggal 18 Desember Tahun 2006 };

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan
Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13
Tahun 2007, tanggai 4 September 2007});

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007, tanggal 4
September 2007 }; '
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Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintaban Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 25 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Organisas] Sekretarlat Daerah dan Sekretarlat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2007,
tanggal 10 Desember 2007)

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Organisasl Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007, tanggal 1D Desember 2007 )
yang telah dlubah dengan Peratran Daerah Nomor 3 Tahun 2011
{ Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2011, tanggal 1 Maret 2011 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Organisas] Lembaga Teknla Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007)
yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011
{ Lembaran Daerah omor 4 Tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 29 Tahun 2007, tanggal 10 Desember
2007);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirlan Perusahaan
Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan {(Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 7 Tahun 2008, Tanggal 22 Januarl 2008);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomeor 5 Tahun 2010 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim ( Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor § Tahun 2010, tanggal 20 Oktober
2010); '

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomeor 8 Tahun 2010 Tentang
Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010,
Tanggal 21 - 12 -2010);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang
Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun
2010, Tanggal 21 -12-2010);
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Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Pajak Hlburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun
2010, Tanggal 21 - 12 -2010);

Peraturan Daerah Kabupaten Paeltan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang
Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun
2010, Tanggal 21~ 12-2010);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor
12 Tahun 2010, Tanggal 21 = 12 - 2010 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 13 Tahun 2010, Tanggal 21 - 12 - 2010) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang
Pajak Parklr (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun
2010, Tanggal 21 - 12 - 2010 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15
Tahun 2010, Tanggal 21 - 12 - 2010 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomeor 16 Tahun 2010 Tentang
Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor
16 Tahun 2010, Tanggal 21 -~ 12 - 2010 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang
Retrlbus] Penggantlan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catalan Sipll (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun
2010, Tanggal 21 -12-2010);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang
Retrlbusl Pelayanan Parklr dl Tepl Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010, Tanggal 21 - 12 - 2010} ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 Tentang
Retrlbusl Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 20 Tahun 2010, Tanggal 21 -12 -2010);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 Tentang
Retrtbusl Tempat Rekreasl dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 21 Tahun 2010, Tanggal 21 - 12 -2010);
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62. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010 Tentang
Retrlbusl Pelayanan Keehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Nomor 22 Tahun 2010, Tanggal 21 - 12 - 2010 ) ;

. 63. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

64. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2011;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PACITAN
Dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah Tahun Anggaran 2012
semula sejumlah Rp.901,280.894.154,00 Bertambah sejumlah
Rp. 97.502.674.491,42 sehingga meujadl Rp. 998.783.568.645,42

dengan rinclan sebagal berlkut;

1. Pendapatan
a. semula Rp. 868.188.589.545,00
b, Bertambab Rp,  73.397.740.553.7]1
Jumlab Pendapalan aetelab Perubahan Rp. 941.586.330.098,71
3. Belanja
a. semula Rp. 898.280.894.154,00
b. Bertambah - Bp.
Jumlab Belanja aetelah Perubahan Rp. 995,783.568,645,43
Surplua f (Deflait) aetelah pembahan {Rp. 54,197.238.546,71)
3. Pemblayaan
a. Penerimaan
1) aemula Rp. 33.092.304.609,00
2) Berlambah Rp. 24,104.933.937.71

Jumilah Penerimaan setelah Perubahan Rp, 57.197.238.546,71
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b. Pengeluaran

1)aemula Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah Re.
Jumiah Pengetuaraa aetelah Perubahaa
Jumiah Pemblayaau Reto aetelah perubahaas Rp, 3.000.000.00,00
Rp. 54.197.233.544,71
8laa Leblh Pembiayaan Anggaran aetelah perubahan Rp. - '
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah aebagaimana dimakaud dajam Pasal 1 terdirl dari:
a. Pendapatan asil Daerah

1) semuta Rp., 44.996.860.737,00
2) Bertambah Ro. __6.526.832.430,71
Jumiah Pendapatan aall Daerah aetelah Perubahan Rp. 51.523.694.167,71

b. Dana Perimbangan

1)aemula . Rp.
2) Bertambah Rp.  6.943.49%5.142,00
. Jumiah dana perimbaugan aetelah Perubahan Rp. 691.350.324.035,00
e. Lain-lain Pendapatan Daerah yang aah

1) aemula Rp. 138.784.899.915,00

2) Bertambah Rp. 89.927,411.981.00
Jumiah Lain-lain pendapatan yang aah aetelab Rp. 198.712.311.895,00
Perubahan

{2) Pendapatan Aal] Daerah acbagaimana dimakaud dalam ayat (1) huruf a terdirl dnﬁ

jenta Pendapatan:
a, Pajak Daerah
1) aemuta Rp. 6.102.820.379,00
2) Bertambah Rp._ 541.000.000,00
Jumtah Pajak Daerah astelah Perubahan Rp. 6.643.830.379,00
h. Retribuail Daerah
1] aemuta Rp. 11.413.775.988,00
2) Bertambah Rp.__1.162,970.465,00
. Jumlah Retribusl Daerah setelah Perubahan Rp.  12.576.746,453,00
¢. Haail Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisabkan
1} semuia Rp. 3.052.,789.076,00
2) Bertambah Rp, 3101.610.924.00

Jumiah Haall Pengelolaan kekaysan Daerah yang Rp. 3.154.400.000,00
dipisahkas aeteiah Perubahan
d. Lain-lain Pendapatan aail Daerah yang aah

1) semuta Rp. 24.427,475.294,00
2) Bertambah 252
Jumiah Lain-lain pendapatan asil Daerah eetetah Rp. 29.148,727.335,71
Perubahan

(3) Dana Perimbangan aebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b terdirl darl jenta

pendapatan
a. Dana Bagl Hasl)
1) aemuta Rp. 42.852,184.893,00
2) Bertambah Rp.  6.943.495.142,00
Jumtah dana bagl basil setetah Perubahan Rp. 49.793.680.035,00
b. Dana Alokas] Umum -
1) semuta Rp. 589.829.914.000,00

2) Tidak bertambah/(berkurang) Rp, =

Jumilah Dana Alokas] Umum aetelab Perubahan Rp. $589.829.914.000,00
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€. Danu Alokaai Khosua
1) aemula . Rp. 51.724.730.000,00
2) Tldak bertambah/(berkurang) Rp, - Rp. 51.724.730.000,00

Jumlab Dana Alokasl Kbusus setelab Perubahan

(4) Laln-laln Pendapatan Daerah yang ash sebagalmana dimakaud pada ayat (1) huruf
terdirl darl jenla pendapatan:

a. Blbab
1) aemuta Rp. 833.864,732,00
2) Bertambab Rp. 8.833.797.00
Jumish Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 842,698.529,00
b, Dana Bagl Haail
1) aemula Rp. 26.770.701.023,00
2) Bertambah Ro, 3.029.194.344.00 .
Jumiah Dana Bagl Haall Pajak setatah Perubshan Rp. 29.799.895.367,00
¢. Dana Penyesualan dan Otonom{ Khusus '
1) cemuta Rp. 111.180.334.160,00
. 2) Bertambah Rp.33.868.363.840,00
. Jumlah Dans Penyeaualan dan Otpnom] Khuaua setelsh Rp. 145.048.698.000,00
Perubshan

d. Bantuan Keuangan darl Proplnsl atan Pemerintah Daerab

lalnnya
1) saemula Rp. .
2) Bertambah Rp.__23.021.020.000,00

Jumlab Bantuan Keuangan darl Proplnal atan darl
Pemerlntah Daerah lalnnys aetelah Perubahan
Pasal 3

Rp.  23.021.020.000,00

(1) Belanja Daersh aebagalmans dimaksud dalam Pasall terdlrl darl:

a. Belanja Tldak Langanng
1) aemula Rp. 640.754.641,847,00

2) Bertambah Rp.__ 33.790.755.050.42

Jumlah Belanjs Tidak Langsuog setelah Perubahan

. - b, Belanja Langaung
1) semula Rp. 257.626.252.307,00

2) Bertambsah Rp. 63.711.919.441.00

Jumlah Belanja Langaung setetah Perubshan

Rp. 674.645.396.897,42

Rp. 321.238.171,748,00

(2) Belanja Tldak Langsung sebagalmans dlmaksud pada ayat {1) buruf a terdirl dari

jenls Belanjs :

1, Belanja Pegawal
1j aemuta Rp. 563.628,015.647,00

2) Bertambah Rp 4.829 4

Jumlah Belanja Pegawal setetah Perubahan Rp. 578.457.293.697,42

b. Betanjs Hibah
1) semuta Rp. 5.647.843.000,00

2) Bertamahah Rp.  3.064.000.000.00

Jumlsb Betanjs Hibah setelah perubahan Rp. 8.711.843.000,00

¢. Betanja Bantuan S8oalal
1) semula Rp. 11.818.604.000,00

2) Bertambah Ro,  4.915.670.000,00

Jumtsh Betaujs Bautoau 8ealal aetelah perubahan Rp. 16.734.274.000,00
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d. Belanja Bagl Haall
1) semula Rp. 3.031.633.200,00

2) Berkurang (Rp, ___78.203.000,00_}

Jwunlsh Belanjs Bagl Haall setolah Porubahan Rp. 2.953.430.200,00

¢. Bolanjs Bantuan Ksusngan
1) sernula Rp. 84.460.610.000,00
3) Bertambah - Rp, _11.060.010.000.00

Jumish Belanja Bantuan Keusngan setelsh Perubahan Rp. 65.520.620.000,00

f. Belanja Tidak Terduga
1} semula Rp. 2.167.937.000,00
2] Berkurang Rp. )

Jumlsh Belanjs Tldak Terdugs setelsh porubahan Rp. 2.167.937.000,00

(3) Belanjs Langsung sebagsimans dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdirl darl jenia Belanja:

a. Belanja Pogawal
1) aemuls Rp. 28.514.919.200,00
3) Berlambah Rp,__ 6.389.657,800.00
Jumlsh Belanja Pegawal sotelah Porubahan Rp. 34.904.677.000,00

b. Belanja Barang dan Jaas

1) semula Rp. 99.374.663.644,00
2) Berlambah Ro.__26.997.562.600.00

Jumish Belanjs Barang dan Jass sotelah Pembahan Rp. 126.372.226.244,00

€, Belanjs Modal h
1) semula Rp. 129.636.669.463,00
3) Berlambah Rp,  30.324.699.041.00
'Jumlah Belanja modal setelsh Perubshan Rp. 159.961.368,504,00
Passl 4

(1) Pembiayaan Dacrah aebagalmana dimaksud daiam Pasal 1 terdirl

&

darl s
a. Penerlmasn sejumlah Rp. 57.197.238.646,71
1) somula
2] Bertambsh
Jumlah Penerlmasn setelah Perubshan Rp. 57.197.338.646,71

b, Pengeluaran sejumlah Rp. 3.000.000.000,00

1) semula Rp. 3.000.000.000,00
2) Berlambah fberkurang Rp. -
Jumlah Pengelusran setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00

Penerlmaan scbagalmans dimaksud pads ayat (1) huruf a terdirl darl jenla

Pemblaysan ;

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnyas sejuinlah
1) semula Rp. 32.842.304.609,00
2) Berlambah Rp.  24.104.933.937.71

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnys setelah Rp. 66.947.238.546,71

Perubshan
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(3

b. Penerimaaa Kemball Pemberiaa Pinjaman scjumiah Rp.
250.,000.000,00
1} aemuia Rp. 250.000.000,00
2) Tidak Bertambah/{bekurang) Rp,

Jumiah Peuarimaan Kembali Pemberian Plnjaman Rp, 250.000.000,00
sotelah perubahan

Pengeluaran sebagaimana dimakaud pada ayat (1) huruf b terdirl dart jenla
Pemblayaan :

a. Penyeriaan Modal (investaal) Daerah sejumiah Rp. 2.750.000.000,00

I semuia Rp. 2.750.000.000,00

2) Tidak Bertambab/berkurang Rp. -

Jumiah Penyertaan Modal {inveaiasi) Dacrah setelah Perubahan Rp.  2.750.000.000,00

b. Pemberian Plnjaman Dacrah acjumiah  Rp. 250.000.000,00

1) eemuia : Rp. 250,000.000,00

2) Tidak Bortambah/berkurang Rp: -

Jumish Pemberian Plajaman Dacrah dan Obligael aetelah Perubahan Rp. 250,000.000,00

Pasal S5

Uraian lebilh lasjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

acbagalmana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampirae

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan darl Peraturan
Daerah Ini, terdirl darl:

1.
2,

3-

4.

6.

7.

8.
9.

Lampiran 1 Ringkasan Perubahan APBD ;

Ringkasan Perubahahan APBD menurut
urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasl
SKPO ;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasl SKPD,
Pendapatan, Beianja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut

Lampiran II

L]

Lampiran III

Lampiran 1V
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasl
SKPD, Program dan Kegilatan ;

Rekapitulasl Perubahan Belanja Daerah

untuk kesciarasan dan keterpaduan Urusan

Lampran V

Pemerintahan Daerah dan Fungsl dalam

kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampriran VI Daftar Perubahan Jumiah Pegawal Per

Golongan dan Perjabatan ;

Lampiran VII Laporan Keuangan Pcmerintah Daerah yang
teiah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Lampiran VII.1 : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran VIL2 Neraca ;

10 .Lampiran VIL3 : Laporan Arus Kas;



11, Lampiran VIII : Daftar Keglatan-keglatan Tahun Anggaran
acbelumnya yang belum diselesalkan dan
dianggatkan kemball dajlam Tahun Anggaran
Ini;

12. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.,

Pasal 6

Bupatl menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belatija Daerah sebagal landasan Operasional Pelaksanaan,
Pasal 7

(1) Peraturan Daerah ini mulal berlaku sejak tanggal diundangkan.
(2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 14 September 2012
BUPATI PACITAN

Cap ttd

INDARTATO

D1 Undangkan di Pacitan
Pada Tanggal 14 September 2012

SEKRETARIS DAERAH

s
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